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ABSTRAK 
Sitti Nur Alifiah Taswin (B 111 11 134) “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap 
Anak” (Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2010-2014.). 
Dibimbing oleh Muhadar selaku pembimbing I, dan Haeranah selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap 
anak di Kabupaten Bantaeng dan mengetahui upaya-upaya yang telah 
dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan 
oleh anak terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. 
Penelitian dilaksanakan di Bantaeng, yaitu di Pengadilan Negeri 
Bantaeng, Kapolres Bantaeng dan Rutan Klas IIB Bantaeng, dengan 
metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten 
Bantaeng disebabkan karena perasaan dendam seorang anak yang 
mudah timbul, pengaruh lingkungan tempat seorang anak bergaul, 
pendididikan, dan pemuasan kebutuhan yang belum tercapai,. Untuk 
proses penanganan kejahatan penganiayaan tersebut diperlukan kerja 
sama antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian serta pihak-pihak 
yang terkait untuk menekan jumlah kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan oleh anak terhadap anak. Usaha penanganan kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan 
sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang 
ditimbulkan akibat dari kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak, memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan 
kejahatan penganiayaan, mendirikan ruang dan pelayanan khusus dan 
membentuk unit pelayanan perempuan dan anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab 
orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, 
menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 
yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau 
dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama 
bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 
rohani, jasmani maupun sosial.1 
Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak pun menentukan bahwa anak yang tidak 
mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau 
orang atau badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak 
yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, 
oleh orang tua angkat melalu pengangkatan anak (adopsi) dan dapat 
diasuh dipanti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun 
pemerintah.2 
Setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus 
memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-
                                                          
1
 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Jakarta: Reflika Aditama, 2008), 
hlm. 1. 
2
 Ibid 
2 
hak anak peliharaannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, 
asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan 
hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.3 
Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling 
mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya 
bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya, banyak orang 
tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan 
kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung 
mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan 
tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.  
Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak yang menyatakan bahwa  
“ Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” 
 
Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah 
kejahatan penganiayaan. Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
anak merupakan kenakalan anak (juvenile delinquency) yang diartikan 
sebagai anak cacat sosial. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
                                                          
3
 Ibid 
3 
dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu 
Negara oleh masyrakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan 
tercela.  
Menurut Maidin Gultom,4 kondisi-kondisi rumah tangga yang 
mungkin dapat menghasilkan anak nakal sehingga melakukan kejahatan 
penganiayaan adalah: Pertama, adanya anggota dalam rumah tangga itu 
sebagai penjahat, pemabuk, atau bersfiat emosional; Kedua, 
ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya akibat kematian, 
perceraian, atau pelarian diri; Ketiga, kurangnya pengawasan orang tua 
karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani maupun 
rohani. 
Kasus kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak sering 
terjadi di Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
Untuk menanggulangi masalah tersebut peran keluarga mempunyai 
kedudukan yang fundamental dalam pembentukan pribadi anak. 
Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup 
secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga 
gagal, maka anak cenderung melakukan tindak pidana, yang dapat terjadi 
di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat anak 
bergaul.  
                                                          
4
 Maidin Gultom. Kenakalan Anak, (Jakarta: Reflika Aditama, 2006), hlm. 57. 
 
4 
Selain peranan keluarga di atas, peranan masyrakat dalam 
menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
sangat diperlukan. Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh 
lingkungan masyrakat. Seorang anak dapat melemah atau terputus ikatan 
sosialnya dengan masyrakat, apabila di dalam masyrakat tersebut telah 
terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, sehingga pada 
gilirannya seorang anak berperilaku menyimpang. Tidak ada masyarakat 
yang sepi dari tindak pidana begitu juga dengan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak yang merupakan bentuk perilaku menyimpang. 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dicegah dengan 
mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak. 
Menurut Maidin Gultom ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil 
dalam setiap proses interaksi antara orang tua dan anak, yaitu:5 
a. Pengawasan melekat; terjadi melalui perantaraan keyakinan 
anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha 
penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan 
erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri 
anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang 
tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak 
dikehendaki; 
b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanaman keyakinan 
pada diri anak agar timbul perasaan dan kehendak agar tidak 
melukai atau membuat malu keluarga; 
c. Pengawasan langsung; menekankan pada larangan dan 
pemberian hukuman pada anak; 
d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampauan orang 
tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, 
pergaulan, maupun di masyarakat luas. 
 
                                                          
5
 Ibid., hlm. 61 
5 
Dari uraian latar belakang masalah diatas maka Penulis berinisiatif 
untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan tugas akhir 
(Skripsi) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak (Studi 
Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2010-2014)”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di 
Kabupaten Bantaeng? 
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
di Kabupaten Bantaeng? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan 
dari penulisan skripsi ini adalah : 
1. Tujuan Penulisan 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di 
Kabupaten Bantaeng. 
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b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. 
2. Kegunaan Penulisan 
a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini 
perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum pidana pada 
khususnya dan ilmu hukum pidana materil pada umumnya. 
Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan 
bagi para akademisi, Penulis dan kalangan yang berminat 
dalam bidang kajian yang sama. 
b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama 
bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan 
supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan 
referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil 
langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan 
hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan 
oleh anak terhadap anak di Kabupaten Bantaeng pada 
khususnya. Bagi masyarakat luas, penulisan ini dapat dijadikan 
sumber informasi dan sedikit referensi untuk menambah 
pengetahuan tentang arti penting penegakan hukum bagi 
pelaku hukum.  
7 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.   Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali ditemukan 
oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis 
sebagaimana dikutip dalam A. S. Alam.6 Kriminologi terdiri dari dua kata 
yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
Selanjutnya, Edwin H. Sutherland, mengemukakan pandangannya 
mengenai kriminologi bahwa: 
Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and 
crimes as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial).7 
 
Sedangakn menurut W. A. Bonger, kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-
luasnya. Bonger kemudian membagi kriminologi ini menjadi kriminologi 
murni ke dalam 5 (lima) bentuk yang mencakup:8 
 
 
                                                          
6
 A.S. Alam. Pengantar Kriminologi,  (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 1. 
7
 Ibid. 
8
 Ibid., hlm. 2-3 
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a. Antropologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 
tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada 
hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat. 
c. Psikologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal 
Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa. 
e. Penologi  
Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor 
yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
 Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, 
yaitu:9  
                                                          
9
 Ibid., hlm. 16  
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1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) yang meliputi: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas 
dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi: 
 
 
10 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, 
baik berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada 
dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang 
sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau 
reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan Menurut Kriminologi 
Kejahatan adalah suatu norma atau cap yang diberikan orang 
untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. 
Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian 
tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang 
sangat relatif, yaitu bergantung pada manusia yang mrmberikan penilaian 
itu.  
Dalam buku A.S. alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua 
sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum ( a Crime from the 
legel point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
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bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat.10 
Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut: 
1. Pengertian secara praktis (sosiologis) 
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang 
hidup dalam masyarakat disebut kejahatan. 
2. Pengertian secara  religious 
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah 
Tuhan disebut kejahatan. 
3. Pengertian secara yuridis 
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan 
atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk melindungi 
masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. 
  Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam 
menguraikan tujuh unsur poko yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. 
Ketujuh unsure tersebut:11 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya 
orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan 
kerugian tersebut telah diatur didalam  Pasal 362 KUHP 
(asas legalitas) 
3. Harus ada perbuatan (criminal act) 
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 A.S. Alam . Pengantar Kriminologi , Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 16 
11
 Ibid.hlm 18 
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4. Harus ada maksud jahat (criminal intent= mens rea) 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yangtelah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
 
 
Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam 
Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang 
masih hidup dalam masyrakat secara moril, tetap dianggap sebagai 
kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang 
perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang 
hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas). 
 
2. Pengertian Kejahatan Menurut Ahli (Yuridis) 
Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang 
kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti 
bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-orma yang hidup di dalam 
masyarakat. Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan 
diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari 
sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) 
akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar 
dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di 
samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama 
dan adat istiadat. 
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Menurut Topo Santoso,12 secara sosiologis kejahatan merupakan 
suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun 
masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan 
tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang 
sama. 
Sedangkan menurut R. Soesilo,13 kejahatan dalam pengertian 
sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau 
belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga 
masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut 
menyerang dan merugikan masyarakat.  
Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak 
dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan 
kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, 
dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik 
yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi 
tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.14 
 
C. Pengertian Anak 
   Berbicara tentang anak saat ini semakin menarik karena dibalik itu 
semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara 
umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan 
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 Topo Santoso. Kriminologi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 15. 
13
 Ibid. 
14
Ray Pratama. Pengertian Kejahatan. Dikutip pada laman website: 
http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html, diakses pada 
tanggal 24 September 2014 
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antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak juga 
merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan cita-
cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan 
nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara 
dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik 
kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa 
depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut 
buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. 
   Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak 
merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan 
anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga 
mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan 
dari masyrakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. 
 
1. Pengertian Anak sebagai Pelaku 
a. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak 
 Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin. Jadi dalam hal ini pengertian anak 
dibatasi dengan syarat berikut: Pertama, anak dibatasi dengan umur 
antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Kedua, si 
anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam 
15 
perkawinan ataupun pernah kawin kemudian cerai. Apabila si anak 
sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena 
perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya 
belum genap 18 (delapan belas) tahun. 
 Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak 
yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan 
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyrakat yang bersangkutan. 
b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
 Dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak yang berhadapan 
dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 
menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi  tindak 
pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 
a. Mendapat pengurangan masa pidana; 
b. Memperoleh asimilasi; 
c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 
d. Memperoleh pembebasan bersyarat; 
e. Memperoleh cuti menjelang bebas 
f. Memperoleh cuti bersyarat, dan; 
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g. Memperoleh hak lain sesuan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
2. Pengertian Anak sebagai Korban 
a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak 
 Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Didalam UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan definisi perlindungan anak 
didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungai anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan 
khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 
23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan 
khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapat dengan hukum, anak dari kelompok 
minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksuat, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya 
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(napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah 
dan penelantaran. 
b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
  Pasal 1 angka 4 menjelaskan Anak yang menjadi korban tindak 
pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisi, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 
Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas : 
a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam 
lembaga maupun diluar lembaga; 
b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 
c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 
Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat 
memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan 
saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
D.  Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab – sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang 
sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah 
diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
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pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. 
Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa 
resiko yang lebih besar  atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang 
tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Meskipun demikian, para ahli belum bisa menemukan faktor 
lingkungan apa dan bagaimana yang menjadi sebab yang pasti daripada 
terjadinya kejahatan, kriminologi saat ini belum sampai memungkinkan 
untuk dengan tegas menentukan sebab – sebab orang melakukan 
pelanggaran norma hukum (berbuat kejahatan). Tingkat pengetahuan 
kriminologi dewasa ini masih dalam taraf mencari, melalui penelitian dan 
penyusunan teori. 
 Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi 
untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian 15: 
a. Titik pandang secara makro (macrotheories) 
Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari 
segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan 
pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomi dan teori konflik. 
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 Romli Atmasasmita.Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. (Bandung: PT. Eresco, 
1992). Hlm 71 
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b. Titik pandang secara mikro (microtheories) 
Titik  pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang 
atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa 
didalam masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan 
dan terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan  
suatu kejahatan. 
c. Bridging theories 
Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan 
bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat.  
Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab 
kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian16:  
a. Teori Anomie (Ketiadaan Norma) 
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan 
teori ini yaitu : 
1) Emile Durkheim 
Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan 
penjelasan pada “normlessness, lessens social control”, bahwa 
kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya 
pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu 
sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan  norma, bahkan seringkali 
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 A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi.( Makassar: Pustaka Refleksi,2010). Hlm. 46-
61 
20 
terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu 
tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga 
dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya. 
Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang 
mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian 
sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari 
individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa 
suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat 
modern, maka kedekatan (intimacy)  yang diperlukan untuk melanjutkan 
seperangkat norma-norma umum (a common set of rules) juga akan 
merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta 
harapan individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan 
individu lainnnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak 
mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga 
masyarakat tersebut berada pada kondisi anomi. 
2) Robert Merton 
Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robet 
Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan 
struktur dalam masyarakat (social structure). Pada dasarnya semua 
individu memiki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, 
namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka 
memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan 
yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (social mobility) 
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membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi 
untuk mencapai tujuan tersebut. 
3) Teori Penyimpangan Budaya (Culture Deviance Theories) 
Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori 
ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan 
sosial (social forces) dimasyarakat.  Penyimpangan budaya memandang 
kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (lower class). 
Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan 
tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (slum area) akan membuat benturan 
dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dari teori 
penyimpangan budaya : 
a) Social disorganization; 
b) Differential association; 
c) Cultural conflict. 
Social disorganization theory  memfokusan pada perkembangan 
area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi 
yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan 
Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara sosial, dimana nilai -nilai 
dan tradisi konvensioanal tidak transmisikin dari satu generasi kegenerasi 
lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan 
sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan 
budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah 
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ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang 
bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam 
pergaulan yang bebas juga. 
Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh 
karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap 
antisosial serta pola-pola tingkahlaku criminal. Sementara  culture conflict 
theory memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan 
yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing (conduct norms), dan 
disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku 
kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut. 
4) Teori kontrol Sosial 
Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang 
taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tangah maraknya kejahatan 
yang terjadi  dimasyarakat. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial memandang 
bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu 
seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu 
diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat 
dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. 
Tiga  perspektif  Teori  Kejahatan , yaitu17 : 
a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis  
1) Cesare Lombroso (1835-1909) 
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 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001). Hlm 35. 
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Kriminologi  beralih  secara  permanen  dari filosofi abstrak  tentang 
penanggulangan kejahatan  melalui  legislasi menuju  suatu studi  modern 
penyelidikan  mengenai  sebab-  sebab  kejahatan. Ajaran  Lambroso 
mengenai  kejahatan adalah  bahwa  penjahat mewakili suatu  tipe 
keanehan/keganjilanfisik,  yang berbeda dengan  non-  kriminal.  
Lambroso mengklaim  bahwa  para  penjahat mewakili  suatu  bentuk  
kemerosotan yang termanifestasi dalam  karakter  fisik  yang 
merefleksikan  suatu  bentuk awal dan evolusi. 
Teori    Lambroso 18 tentang  born  criminal (penjahat  yang 
dilahirkan) menyatakan  bahwa “para    penjahat    adalah suatu    bentuk    
yang lebih    rendah dalam  kehidupan,  lebih  mendekati nenek  moyang  
mereka yang    mirip    kera    dalam    hal    sifat    bawaan dan watak 
dibanding  mereka  yang bukan  penjahat.”  Mereka  dapat dibedakan  dari  
non-kriminal  melalui beberapa  atavistic stigmata–  ciri-ciri fisik  dari  
makhluk  pada  tahap  awal perkembangan,  sebelum mereka benar-
benar menjadi manusia. 
Lambroso19 beralasan bahwa seringkali  para penjahat  memiliki  
rahang  yang  besar  dan gigi  taring   yang kuat,   suatu sifat   yang pada   
umumnya dimiliki  makhluk  carnivora yang  merobek  dan melahap 
daging  mentah.  Jangkauan/rentang lengan  bawah  dari para penjahat  
sering  lebih  besar  dibanding tinggi  mereka, sebagaimana  dimiliki kera  
                                                          
18 Topo Santoso. 2001. Kriminologi. Jakarta: Grafindo Persada. Hlm 37. 
19
 Ibid 
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yang menggunakan  tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka 
di atas tanah. 
 
2) Enrico Ferri (1856-1929) 
Ferri20 berpendapat bahwa kejahatan  dapat dijelaskan  melalui  
studi pengaruh-  pengaruh  interaktif  di antara  faktor-faktor  fisik  (seperti  
ras, geografis,    serta    temperatur),    dan faktor-faktor    sosial (seperti  
umur, jenis kelamin,  variabel-variabel psikologis). Dia  juga berpendapat 
bahwa  kejahatan dapat  dikontrol atau diatasi dengan    perubahan-
perubahan    soaial,    misalnya subsidi  perunahan, kontrol  kelahiran,  
kebebasan  menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya. 
3) Raffaele Garofalo (1852-1934) 
Garofalo menelusuri    akar tingkah    laku    kejahatan bukan  
kepada bentuk-bentuk  fisik,  tetapi  kepada  kesamaan psikologis  yang 
dia  sebut sebagai  moral anomalies  (keganjilan-keganjilan  moral).  
Menurut  teori ini, kejahatan- kejahatan  alamiah  (natural  crimes)  
ditemukan  di dalam seluruh masyarakat manusia,  tidak  peduli 
pandangan pembuat  hukum,  dan tidak ada  masyarakat yang beradab 
dapat  mengabaikannya.  Kejahatan demikian,  mengganggu sentimen-
sentimen  moral  dasar  dari probity/kejujuran (menghargai hak milik orang 
lain). 
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 Ibid. hlm 39. 
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4) Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring21 menyimpulkan bahwa “tidak  ada perbedaan-perbedaan 
signifikan antara para  penjahat dengan  non penjahat kecuali  dalam hal  
tinggi dan  berat  tubuh.” Para  penjahat  didapati lebih  kecil  dan ramping.  
Goring menafsirkan  temuannya  ini  sebagai penegasan  dari hipotesanya  
bahwa  para  penjahat  secara biologis  lebih inferior, tetapi dia tidak 
menemukan satupun tipe fisik penjahat. 
b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis  
1) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow  
Yochelson  dan Samenow  mengidentifikasi  sebanyak 52  pola  
berpikir yang  umumnya ada  pada  penjaha  yang mereka  teliti.  
Keduanya  berpendapat  bahwa para penjahat adalah  orang  yang 
marah,  yang merasa  suatu  sense superioritas,  menyangka  tidak  
bertanggungjawab atas tindakan    yang mereka    ambil, dan mempunyai  
harga    diri yang sangat  melambung. Tiap  dia  merasa  ada  satu 
serangan  terhadap  harga dirinya,  ia  akan memberi reaksi yang sangat 
kuat, sering berupa kekerasan. 
2) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939) 
Teori    psikoanalisa    dan Sigmund    Freud, ada tiga prinsip  
dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu : 
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a) Tindakan dan  tingkah  laku  orang  dewasa  dapat dipahami  
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka; 
b) Tingkah  laku  dan motif-motif bawah  sadar  adalah jalin-menjalin,  
dan interaksi itu  mesti diuraikan  bila  kita ingin mengerti 
kesalahan; 
c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
c. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis  
Teori   Sosiologi   ini    berbeda   dengan   teori-teori   perspektif 
Biologis   dan Psikologis,   teori   sosiologis   ini   mencari   alasan- alasan  
perbedaan dalam    hal    angka    kejahatan  di dalam lingkungan  sosial,  
yang menekankan  pada  perspektif  strain  dan Penyimpangan budaya.  
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah  dengan  
melihat pada  bagian-bagian  komponennya  dalam  usaha  mengetahui 
bagaimana masing-masing berhubungan  satu  sama lain. Durkheim  
meyakini bahwa jika  sebuah  masyarakat  sederhana  berkembang 
menuju satu  masyarakat yang modern  dan  kota maka  kedekatan yang  
dibutuhkan  untuk melanjutkan  satu  set norma-norma  umum,  tindakan-
tindakan  dan harapan-harapan  orang  di satu  sektor mungkin  
bertentangan  dengan tindakan dan harapan orang lain. 
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2) Robert K. Merton 
Menurut  Merton  di  dalam  suatu masyarakat  yang berorientasi  
kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah  dibagikan secara 
merata. Sangat  sedikit anggota kelas  bawah  mencapainya.  Struktur  
sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. 
Kejahatan   dapat   timbul   karena   adanya   dua   macam   faktor 
yaitu22 : 
a. Faktor pembawaan 
Yaitu  bahwa seorang  menjadi  penjahat karena pembawaan    
atau  bakat alamiah, maupun   karena kegemaran  atau  hobby. Kejahatan  
karena pembawaan  itu timbul  sejak  anak  itu dilahirkan  ke  dunia seperti 
keturunan/anak-anak yang berasal  dari  keturunan/orang tuanya  adalah 
penjahat minimal  akan  diwariskan  oleh perbuatan  orang  tuanya, sebab 
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan  fisik    dan 
meningkatnya usia  ikut pula menentukan tingkat  kejahatan. Dalam  teori  
ilmu  pendidikan dikatakan  bahwa ketika seorang  anak  masih kanak-
kanak, maka  pada  umumnya mereka  suka melakukan  kejahatan 
perkelahian atau  permusuhan  kecil-kecilan akibat perbuatan    
permainan seperti    kelereng/nekeran.  Ketika anak  menjadi akil  balik  
(kurang  lebih  umur 17  sampai  21 tahun),  maka  kejahatan yang 
dilakukannya adalah perbuatan  seks  seperti perzinahan,  dan 
                                                          
22 B. Bosu. Sendi – Sendi Kriminologi.( Surabaya: Usaha Nasional, 1982).hlm 24. 
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pemerkosaan. Antara  umur  21  sampai  dengan  30  tahun,  biasanya 
mereka melakukan  kejahatan dibidang  ekonomi.  Sedangkan  antara 
umur 30 sampai 50 di mana  manusia telah memegang posisi  kehidupan  
yang mantap,  maka  mereka  sering melakukan  kejahatan  penggelapan, 
penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. 
b. Faktor lingkungan 
Socrates23 mengatakan bahwa manusia  masih melakukan  
kejahatan  karena pengetahuan tentang  kebajikan tidak nyata baginya. 
Socrates  menunjukkan  bahwa pendidikan  yang dilaksanakan  di rumah 
maupun  di  sekolah  memegang peranan yang sangat penting untuk 
menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan 
apabila guru kencing  berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh 
karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan 
kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara. 
 
E. Teori Penanggulangan Kejahatan 
 Sebelum dilakukan pembahasan masalah pencegahan kriminalitas 
dan penyimpangan lain, maka ingin terlebih dahulu diajukan beberapa 
alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada 
pencegahan sebelum kriminalitas dan penyimpangan lain dilakukan. 
Adapun alasannya antara lain sebagai berikut24: 
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 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan 
Pencegahannya,( Bina Aksara, Jakarta, 1987). Hlm 154. 
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1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada 
tindakan represif atau koreksi. Usaha pencegahan tidak 
selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan 
birokratis, yang dapat menjerumuskan kearah 
birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan 
kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan juga dapat 
dilakukan secara perorangan dan tidak selalu 
memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan 
rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai 
menjadi korban kriminalitas. 
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang 
negatif seperti antara lain : stigmatisasi (pemberian cap 
pada yang dihukum/dibinan), pengasingan, penderitaan 
dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, 
permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang 
dapat menjurus  kearah residivisme. 
3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, 
kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab 
terhadap sesame anggota masyarakat. Dengan 
demikian usaha pencegahan dapat membantu orang 
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat 
lebih baik lagi. Usaha pencegahan kriminalitas dan 
penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha 
menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial 
seseorang. 
 
Setiap orang selalu berusaha untuk menunjukan alasan apakah 
yang dapat dipakai untuk membenarkan penghukuman oleh karena 
menghukum itu dilakukan terhadap manusia-manusia yang juga 
mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan bahkan mempunyai hak 
pembelaan dari negara itu yang juga menghukumnya. Oleh karena itu, 
muncullah berbagai teori dalam upaya menanggulangi kejahatan yaitu 
teori penghukuman, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga 
golongan, yaitu :  
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1.  Teori Absolut (teori pembalasan) 
Teori ini menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu 
konsekuensi daripada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan 
kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak 
bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang ternyata 
berlawanan dengan keadilan, harus menerima pembalasan. Apakah 
hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi 
pertimbangan, tapi hukuman harus dijatuhkan. 
2.  Teori Relatif (teori tujuan) 
Teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, 
melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang 
lain daripada penghukuman itu sendiri. Para pengajar teori relatif 
menunjukan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran hukum. Menurut teori ini hukuman mempunyai 
dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Dengan 
prevensi umum, orang akan menahan diri untuk tidak melakukan 
kejahatan. Dan dengan prevensi khusus, para penganjurnya menitik 
beratkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang 
telah dijatuhi hukuman, tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan 
mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan. 
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3.  Teori Gabungan 
Menurut teori gabungan hukuman hendaknya didasarkan atas 
tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang 
diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu 
unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua 
unsur yang telah ada. 
Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat 
berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus 
mengubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung 
perbuatan kriminal. Ada beberapa upaya pencegahan kejahatan yaitu: 
1. Yang Bersifat Langsung 
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu 
kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, 
antara lain meliputi kegiatan25:  
a. Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana 
fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan 
obyek dengan berbagai sarana pengamanan. 
b. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat 
kriminal dengan perbaikan lingkungan. Misalnya 
menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, 
jalan dan taman sehingga mudah diawasi. 
c. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan 
struktru sosial yang mempengaruhi terjadinya 
kriminalitas. Misalnya perbaikan system ekonomi yang 
meratak pendapat setiap orang 
d. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat 
menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah 
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 Ibid. Hlm 156-158. 
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hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan 
korban penipuan). 
 
2.   Yang Bersifat Tidak Langsung. 
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan 
kriminalitas yang antara lain meliputi:  
a. Penyuluhan kesadaran mengenai : tanggung jawab 
bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, 
kewaspadaan terhadap harta milik sendiri atau orang 
lain dan melapor pada yang berwajib atau orang lain bila 
ada dugaan akan terjadi suatu kriminalitas. 
b. Pembuatan perturan yang melarang dilakukannya suatu 
kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman 
hukuman. 
c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan 
seorang memenuhi keperluan fisik, mental dan 
sosialnya. 
 
3 Pencegahan Melalui Perbaikan Lingkungan (sebelum kriminalitas 
dilakukan) adalah antara lain: 
a. Perbaikan sistem pengawasan. 
b. Perencanaan dan disain perkotaan. 
c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan 
kriminal. Misalnya, pemberian kesempatan mencari 
nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan 
hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan, 
mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan 
perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, dan 
pemikiran mencari jalan keluar. 
 
4. Pencegahan Melalui Perbaikan Perilaku (sebelum kriminalitas   
dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut: 
a. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan 
hukum. 
b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari 
perilaku kriminal. 
c. Patroli polisi untuk pencegahan. 
d. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan 
kriminalitas. 
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e. Pendidikan para calon korban kriminalitas mengenai 
usaha-usaha pencegahan. 
f. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan. 
 
Cara pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain mempunyai 
berbagai variasi kombinasi yang bersifat relatif, dapat berlaku secara 
umum atau secara khusus untuk suatu kelompok, seorang individu 
tertentu dalam masyarakat, kebudayaan dan pemerintah serta 
kebijaksanaannya mempengaruhi cara-cara pencegahan kriminalitas dan 
penyimpangan lain. 
Dalam usaha pencegahan kejahatan, kata pencegahan dapat 
berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan 
pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus 
mengubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung 
perbuatan kriminal. Usaha pencegahan kejahatan bergantung pada dua 
aspek yaitu perbaikan lingkungan dan pendidikan. 
Para penegak hukum telah mencoba berbagai upaya dalam 
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang walaupun 
hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama 
berbagai pihak termasuk peran serta masyarakat terutama orang tua 
untuk  untuk dapat memberikan pendidikan dan perhatian yang baik 
kepada anaknya. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ini menunjukan 
keseriusan pemerintah dalam memerangi meningkatnya tindak pidana 
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini terlihat dari beberapa 
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ketentuan  atau peraturan yang dikeluarkan dan adanya upaya-upaya 
diluar hukum yang coba dikembangkan.  
Masalah kejahatan adalah suatu masalah manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab musabab hakikatnya 
kerap kali kurang di pahami, karena tidak melihat masalah-masalah 
menurut proporsi yang secara sebenarnya secara dimensional. 
Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas 
kejahatan, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah 
relatif dan interaktif sebab-musababnya. Yang utama adalah mencegah 
tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan 
hidup seseorang secara legal dan wajar. Jalannya antara lain 
mengusahakan bersama, dengan penuh rasa tanggunga jawab terhadap 
sesama kita manusia, pengrataan kesempatan dan kemapuan untuk 
memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan setiap 
anggota masyarakat. 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan 
pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif. Usaha 
pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan dan tidak selalu 
memerlukan keahlian seperti pada usaha represif atau rehabilitasi. Usaha 
pencegahan juga tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti 
stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/binaan). Selain itu, usaha 
pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan 
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota 
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masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu 
mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi.  
 
F. Tindak Pidana Penganiayaan 
 Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa 
penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bias 
mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang 
sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur 
mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka 
yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur 
kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Adam Chazawi 
mengklarifikasikan penganiayaan menjadi 6 macam, yakni;26 
1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP); 
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP); 
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP); 
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP); 
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP); 
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang 
berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). 
 
1. Penganiayaan Biasa 
 Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (gewone 
mishandeling) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk 
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 Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana. P.T. Raja Grafindo Persada 
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pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP 
sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk 
penganiayaan lainnya. 
 Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak 
rp 4.500 (empat ribu lima ratus). 
2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah 
dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun. 
4) Dengan penganiayaandisamakan sengaja merusak kesehatan. 
5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. 
 
Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Adanya kesengajaan; 
b. Adanya perbuatan; 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 
1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau 
2. Luka pada tubuh. 
d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya. 
 
2. Penganiayaan Ringan 
 Penganiayaan yang diberi kulifikasi sebagai penganiayaan ringan 
(lichte misbandeling) oleh undang-undang ialah penganiayaan yang 
dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, 
dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara 
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paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak rp 
4.500 (empat ribu lima ratus). 
2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan 
kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau 
bawahannya. 
3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
 
3. Penganiayaan Berencana 
 Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan 
sebagai berikut; 
1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan; 
2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah 
dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun; 
3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) 
tahun. 
 
  Ada tiga macam penganiayaan berencana , yaitu:  
a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 
kematian; 
b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat; 
c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. 
 Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu 
kesengajaan  dan merupakan hal-hal yang memperberat pemidanaan. 
 
4. Penganiayaan Berat 
 Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai 
penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut; 
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1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara 
paling lama 8 (delapan) tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah 
dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
 
 Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah 
diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Kesalahannya, kesengajaan (oppzettelijk); 
b. Perbuatan, melukai berat; 
c. Objeknya, tubuh orang lain; 
d. Akibat, luka berat. 
 Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak 
pidana penganiyaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata 
lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak 
sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara 
sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat 
korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan 
perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan 
berat. 
 Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup 
lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. 
Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP 
sebagai berikut: 
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Luka berat atau luka parah antara lain : 
1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. 
Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat 
sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan 
bahaya maut, itu bukan luka berat. 
2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak 
cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. 
Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya sehingga 
tidak dapat menyanyi selama-lamanya, itu termasuk luka 
berat. 
3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, 
penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang 
yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam 
pengertian ini karena melihat dan mendengar. 
4) Kudung dalam teks bahasa Belandanya (verminking),  cacat 
sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, 
daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya 
putus dan sebagainya. 
5) Lumpuh (verlamming) artinya tidak menggerakkan anggota 
badan lainnya. 
6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu 
kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya 
harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak termasuk 
dalam pengertian luka berat. 
7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu. 
 
 Melihat tafsiran autentik dari isi ketentuan Pasal 354 KUHP, maka 
dapat disimpulkan bahwa syarat utama adanya penganiayaan berat 
adalah kesengajaan (dalam 3 corak) untuk berbuat dari jika 
mengakibatkan matinya orang lain, maka perbuatan pelakunya 
diancam hukuman sesuai dengan Pasal 354 KUHP. 
 Pelaku tindak penganiayaan berat adalah rumusan perbuatan yang 
bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan 
terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan 
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terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah 
perbuatan tersebut sudah terwujud. 
 Ketentuan ini dalam praktik mungkin sekali tidak memuaskan, 
seperti yang dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer27 sebagai berikut: 
“Disitu dipersoalkan seseorang menembak kepala orang lain 
tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku hanya mengaku dan 
melukai ringan dan tidak ada rencana dahulu secara tenang, 
maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk 
melakukan penganiayaan dari Pasal 351 KUHP dan demikian 
seorang itu tidak dapat dikenakan hukuman dan ini tidak 
memuaskan rupanya peneliti ini lebih suka pada percobaan 
melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan berupa 
menghalang-halangi orang melakukan kejahatan. Jaksa masih 
ada kebijaksanaan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan 
prinsip opportunitas”. 
 
 Berdasarkan pendapat Noyon-Langermeyer di atas, maka Wirjono 
Projodikoro menyatakan sebagai berikut:28 
“Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa 
seorang lain dengan menembak ke kepala orang lain itu dapat 
dikatakan bahwa menembak, hampir selalu mengakibatkan luka 
berat atau matinya orang lain, maka si pelaku meskipun hanya 
mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-
tanda lain dapat saja dikatakan melakukan percobaan 
penganiayaan berat dan karenanya dihukum. Demikian pula 
apabila seorang menusuk orang lain dengan pisau tapi luput. 
Bahkan apabila seorang hanya memukul dengan kepala tangan 
tapi luput jika memukul. Misalnya seorang juara tinju, saya berani 
mengatakan seorang itu tindak pidana mencoba menganiaya 
berat, jadi dapat dihukum”. 
 
                                                          
27
 Wirjono Prodjodikoro, 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Eresco, 
Bandung. , hlm. 73 
 
28
 Ibid., hlm. 73 
41 
 Dari uraian di atas, Penulis berkesimpulan bahwa untuk 
menentukan perbuatan mana yang termasuk percobaan penganiayaan 
berat sangat sulit. Hal ini disebabkan karena terkadang orang 
beranggapan suatu perbuatan merupakan percobaan biasa tetapi 
karena orang lain yang melakukannya mempunyai keistimewaan, 
maka mengakibatkan hal itu masuk dalam kategori percobaan 
penganiayaan berat. 
 Menurut Satochid Kartanegara29 bahwa yang dimaksud dengan 
perbuatan merugikan kesehatan orang lain adalah perbuatan yang 
dilakukan dengan sengaja agar orang yang menderita sakit, sebagai 
berikut: 
 “Merugikan kesehatan ditafsirkan sebagai (menderita sakit) dan 
sakit disini (ziekta) dan yang harus dibedakan dengan (rasa 
sakit) atau kesakitan atau dalam bahasa Belanda (pijin) sama 
dengan rasa sakit umpamanya bila kena pukul., sedang (ziekta) 
sama dengan menderita ziekte sakit, umpamanya geger otak 
karena dipukul kepalanya, atau menderita sakit dalam hubungan 
ini berarti menimbulkan gangguan fungsi dalam diri organ 
manusia”. 
 
5. Penganiayaan Berat Berencana 
 Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat 
berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan 
antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata 
lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan 
bersama-sama. 
                                                          
29
 Satochid Kartanegara, 1986. Pelajaran Hukum Pidana. Laksana., hlm 516. 
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 Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP 
yang rumusannya sebagai berikut: 
1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana  terlebih 
dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun. 
2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah di 
pidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun. 
 
6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkulitas tertentu atau 
dengan cara tertentu yang memberatkan 
 Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan 
sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya 
adalah sebagai berikut: 
 Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP 
dapat ditambah sepertiga: 
1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya 
yang sah, istrinya atau anaknya; 
2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau 
karena menjalankan tugasnya yang sah; 
3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang 
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di 
minum. 
 
 Bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang 
memberatkan pidana pada penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, 
penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat 
berencana, terletak pada dua hal, yaitu: 
a. Pada kualitas korban sebagai : 
1. Ibunya; 
2. Bapaknya yang sah; 
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3. Istrinya; 
4. Anaknya; 
5. Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya 
yang sah. 
b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan 
bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa 
atau kesehatan. 
 Pengertian tindak pidana penganiayaan yang dianut dalam praktis 
hukum seperti yang tampak dalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-
06-1894, yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan 
sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi jika menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada tubuh yang bukan menjadi tujuan, melainkan 
suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka 
tidaklah ada penganiayaan. Sebagai contoh seorang guru atau orang 
tua yang memukul anaknya.30  
 Melihat rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa 
undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa 
menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, 
kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan orang lain 
sama dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut 
seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka 
seseorang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada 
                                                          
30
 Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana. P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 10 
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perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada 
tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain. 
 Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain 
kemudian melemparkannya ke dalam sungai semata-mata hanya 
dengan mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyup 
dalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas orang itu tidak dapat 
dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang diatur 
dalam Pasal 351 KUHP, akan tetapi jika perbuatannya itu telah 
dilakukan dengan maksud agar orang lain itu merasa sakit atau 
menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dapat 
dipersalahkan telah melakukan penganiayaan seperti yang dimaksud 
dalam Pasal 351 KUHP. 
 Akan tetapi dalam kenyataanya tidak semua perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang itu dengan sendirinya dapat disebut 
dilakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi 
terganggu kesehatannya, yakni misalnya dengan menampar muka 
orang lain. Dalam peristiwa itu sudah tentu opzet atau kesengajaan 
dari orang tersebut ialah untuk menampar muka orang lain. Akan tetapi 
dari kenyataan tersebut hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa 
dengan perbuatannya itu sebenarnya pelaku juga mempunyai opzet 
agar orang lain yang ia tampar merasa kesakitan.31  
 
                                                          
31
  Lamintang, 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Armico, Bandung, hlm. 112 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
  Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi 
Selatan, dengan fokus studi pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan 
Kepolisian Resort Bantaeng dan Rumah Tahanan Klas IIB Bantaeng. 
Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bantaeng dengan dasar 
pertimbangan bahwa di Bantaeng banyak terjadi tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. 
 
B.   Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah 
berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang 
ada hubungannya dengan objek penelitian, 
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2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung dengan Pihak 
Kepolisian Resort Bantaeng dan Pengadilan Negeri Bantaeng yang 
dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam 
pembahasan objek penelitian, 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat   
dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan 
yang akan dikaji. 
 
D.   Analisis Data 
  Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
               HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.    Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Penganiayaan yang 
Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng 
Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten 
Bantaeng, maka Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai data 
statistik kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2010 sampai pada tahun 2014. 
Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan 
masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Dari tahun ke tahun 
masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak terus meningkat 
khususnya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap 
anak di Kabupaten Bantaeng. 
Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan jumlah kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten 
Bantaeng dapat dilihat daripada angka-angka statistik yang diperoleh 
Penulis dari hasil penelitian yang bertempat di Kepolisian Resort 
Bantaeng, Rumah Tahanan Klas IIB Bantaeng dan Pengadilan Negeri 
Bantaeng. Untuk lebih jelasnya berikut telah dipaparkan data-data statistik 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di 
Kabupaten Bantaeng dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1 
Jumlah Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak 
Terhadap Anak di Kabupaten Bantaeng antara Tahun 2010-2014 
No Tahun Kepolisian Pengadilan 
1 2010 8 kasus 3 kasus 
2 2011 2 kasus 1 kasus 
3 2012 2 kasus 1 kasus 
4 2013 2 kasus 1 kasus 
5 2014 16 kasus 2 kasus 
 Jumlah 30 kasus 8 kasus 
Sumber data : Kepolisian Resort Bantaeng dan   Pengadilan Negeri 
Bantaeng Desember 2014 
 
 Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang diterima oleh 
Kepolisian Resort Bantaeng sebanyak 30 kasus, yang dilimpahkan ke 
Pengadilan Negeri Bantaeng sebanyak 8 kasus, dan sisanya 22 kasus 
tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantaeng karena sebagian besar 
kejahatan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Kabupaten 
Bantaeng diselesaikan dengan cara diversi yaitu pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan 
pidana. Dengan memanggil pelaku dan korban serta pemanggilan 
anggota keluarga pelaku dan korban kemudian diselesaikan secara 
musyawarah kekeluargaan. Adapun diversi ini Brigpol Lina ( wawancara 
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pada hari Rabu 24 Desember 2014) mengatakan bahwa penyelesaian 
secara diversi baru bisa dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2014. 
Selama diversi belum bisa digunakan , pihak kepolisian menggunakan 
Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai proses penyelesaian perkara 
anak. 
Adapun jenis-jenis penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap  anak dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 2 
Jenis- Jenis  Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap 
Anak di Kabupaten Bantaeng antara Tahun 2010-2014 
 
No 
 
Tahun 
Jenis-Jenis Penganiayaan 
 
Biasa 
 
Ringan 
 
Berencana 
 
Berat 
Berat 
Berencana 
Orang-
Orang 
Berkualitas 
1. 2010 - 8 - - - - 
2. 2011 - 2 - - - - 
3. 2012 - 2 - - - - 
4. 2013 - 2 - - - - 
5. 2014 - 16 - - - - 
Jumlah       
Sumber data : Kepolisian Resort Bantaeng Desember 2014 
Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
di Kabupaten Bantaeng yang sangat menonjol adalah penganiayaan 
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ringan. perkara tersebut biasanya diselesaikan langsung oleh pihak 
kepolisian yaitu dengan menempuh jalan damai atau dengan jalur 
kekeluargaan. Brigpol Lina selaku Kanit Reskrim Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan bahwa kejahatan penganiayaan 
yang dilakukan oleh anak terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan 
sekolah yang mana merupakan tindak pidana penganiayaan ringan yang 
proses penanganannya diselesaikan di kantor kepolisian. 
Berbicara soal kepribadian seseorang anak, maka yang menjadi 
perhatian adalah tingkah laku seseorang anak dalam masyarakat yang 
bermacam-macam bentuk dan coraknya. Hal ini tergantung perasaan 
yang timbul dari dalam diri masing-masing pribadi anak. Sebagaimana 
yang dinyatakan Soedjono, D bahwa :32 
“Dalam menafsirkan hal-hal tindak pidana dipusatkan pada satu 
atau lebih banyak dari sifat-sifat kepribadian seperti perkembangan 
diri yang lemah mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mudah 
dipengaruhi nafsu, ketidakseimbangan yang sangat memilukan 
(eptional) dan ketiadaan rasa dosa”. 
 
Untuk memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak maka Penulis 
melakukan wawancara pada tanggal 25-27 Desember 2014 kepada 
beberapa pelaku kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
Kepada setiap responden diberikan pertanyaan yang sama yaitu 
kronologis dan alasan melakukan kejahatan penganiayaan yang dilakukan 
oleh anak. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh fakta sebagai berikut : 
                                                          
32
 Moeljatno,. Pelajaran Hukum Pidana.  (Reflika Aditama, 1987). Hlm.38 
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1. A. Identitas 
a. Nama    : Wawan Effendi 
b. Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 11 November 1994 
c. Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
d.  Alamat   : Kampung Beru, Kel. Bontorita, Kec. 
Bisappu 
e. Agama   : Islam 
f. Pendidikan   : SD (tidak tamat) 
 
 
B. Perlakuan Keluarga  
Bahwa orang tua pelaku memperlakukannya dengan baik dan 
dengan penuh kasih sayang. Di dalam keluarga, Wawan Effendi cukup 
terbuka dan mentaati segala peraturan yang ada dalam lingkungan 
keluarga serta menuruti nasehat-nasehat yang diberikan oleh orang 
tuanya. 
 
C. Keadaan Keluarga 
Hubungan antara Wawan Effendi dengan kedua orang tuanya 
berjalan cukup harmonis, baik, dan penuh dengan kasih sayang, 
namun keadaan ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu. 
Ayah Wawan sehari-hari bekerja sebagai penarik becak yang 
penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 
 
D. Keadaan Lingkungan Masyarakat dan Pergaulan 
Strata kehidupan sosial masyarakat di lingkungan tempat tinggal 
keluarga Wawan rata-rata tergolong ekonomi kurang mampu. 
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Penduduk di sekitarnya bermata pencarian mayoritas sebagai penarik 
becak. Sementara di lingkungan tempatnya bergaul hanya di 
lingkungan tempat tinggal keluarganya. Teman sebaya sepergaulan 
Wawan Effendi merupakan anak yang putus sekolah yang rata-rata 
bekerja di terminal Kota Bantaeng sebagai kuli angkut dan sebagian 
dari teman sepergaulannya tidak pernah menempuh jalur pendidikan. 
 
E. Faktor Penyebab Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan 
Pelaku Wawan Efendi alias Wawan melakukan kejahatan 
penganiayaan terhadap temannya Irfan Hamzah alias Ippang. Wawan 
melakukan penganiayaan terhadap Ippang karena ingin balas dendam 
kepada Ippang karena korban pernah memukul Wawan di tempat 
pertunjukkan elekton dan dikeroyok oleh beberapa orang. Pelaku 
bertemu dengan Ippang di gerbang pintu terminal dengan posisi 
berhadapan lalu Wawan merogoh kantong celana sebelah kanannya 
dan langsung mengeluarkan satu buat kreklin yang terbuat dari gir 
sepeda selanjutnya Wawan langsung memukul Ippang dengan 
menggunakan kreklin , tetapi Ippang langsung menangkisnya dengan 
tangan kiri hingga mengenai jari tengah korban. Kemudian Wawan 
kembali melakukan pukulan kea rah Ippang dengan kreklin tersebut 
kearah tubuh dan kepala Ippang berkali-keli sehingga mengenai jari 
telunjuk tangan kiri dan punggung serta kepala sehingga mengalami 
luka robek pada kepala/belakang telinga korban. . Awalnya kasus 
tersebut di tangani di Kepolisian Resort Bantaeng namun berhubung 
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karena keluarga Wawan dan keluarga korban saling mengenal maka 
prosesnya di selesaikan dengan cara kekeluargaan, meskipun 
keluarga korban meminta ganti rugi sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus 
ribu rupiah) sebagai biaya berobat korban. 
 
2. A.  Identitas 
a. Nama    : Andi Makmur Jaya 
b. Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng,05 November 1996 
c. Jenis Kelamin  : Laki-Laki 
d. Alama    : Kampung Gusung, Kel. Lamalaka, Kec. 
Bantaeng 
e. Agama   : Islam 
f. Pendidikan   : SMK Anugrah Bantaeng 
 
B. Perlakuan Keluarga 
  Orang tua Makmur merupakan pengusaha, yang mana usahanya 
berada di luar kota Bantaeng yaitu di kota Ternate. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Makmur, karena kesibukan orang tuanya Makmur  
merasa mendapat perhatian dan kasih sayang yang kurang dari kedua 
orang tuanya.  
 
C. Keadaan Keluarga 
 Hubungan antara Makmur dan orang tuanya bisa dikatakan kurang 
harmonis karena kesibukan orang tua dengan usahanya. Menurut 
Makmur semenjak orang tuanya memulai usahanya, Makmur diasuh 
dan dirawat oleh nenek yang tinggal serumah dengannya. 
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D. Keadaan Lingkungan Masyarakat dan Pergaulan 
 Strata kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal keluarga 
Makmur rata-rata tergolong ekonomi yang mampu. Masyarakat di 
sekitarnya bermata pencaharian mayoritas sebagai pedagang. 
Sementara teman sepergaulan Makmur di lingkungan tempat 
tinggalnya merupakan pelajar. 
 
E. Faktor Penyebab Melakukan Kejahatan Penganiayaan 
 Pelaku melakukan penganiayaan terhadap Arfan bersama adiknya 
yang pada saat itu Arfan bersama adiknya berboncengan  ingin 
membeli gorengan di hadang oleh Makmur bersama temannya. Teman 
Pelaku langsung memukul adik korban . Korban tidak terima , langsung 
memukul pelaku dan terjadi perkelahian. Pelaku bersama temannya 
memukul korban berkali-kali, sampai teman pelaku berhasil memegang 
tangan korban kemudia pelaku menikam korban dari arah depan 
dengan menggunakan badik sebanyak satu kali. Tetapi korban sempat 
berhasil melarikan diri. Alasan pelaku melakukan penganiayaan 
tersebut karena korban pernah dipukul oleh korban tahun lalu dan 
dipicu oleh masalah baru yang timbul antara teman-teman pelaku dan 
korban. Karena keluarga korban tidak terima dengan perlakuan 
Makmur dan teman-temannya, keluarga korban melaporkan ke 
Kepolisian Resort Bantaeng dan kasus ini berlanjut ke pengadilan , 
dan makmur dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3(tiga) bulan. 
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3. A. Identitas 
a. Nama    : Erwin Jaya 
b. Tempat/Tanggal Lahir  : Bantaeng, 18  Januari 2987 
c. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
d. Alamat    : Kampung Beru, Kel. Lembang 
Gantarang Keke, Kec. Tompobulu 
e. Agama    : Islam 
f. Pendidikan    : SMK 5 Bantaeng 
 
B.  Perlakuan Keluarga  
Sebagaimana penjelasan dari wawancara ibu dari Erwin dengan 
Penulis bahwa dia memperlakukan anaknya dengan baik dan 
penuh kasih sayang seperti ibu-ibu lain yang menyayangi dan 
merawat serta memberi nasehat pada anaknya. Menurut ibunya 
setelah ayahnya meninggal karena penyakit yang diderita, Erwin 
sering melawan ibunya, pulang larut malam, dan menjadikan 
rumahnya tempat berkumpul dengan teman-teman  
sepergaulannya. Erwin sering melanggar peraturan yang ada 
dalam lingkungan keluarga dan tidak menuruti nasehat yang 
diberikan oleh orang tuanya 
 
C.  Keadaan Lingkungan Masyarakat dan Pergaulan 
Dilihat dari lingkungan masyarakat tempat tinggal keluarga Erwin 
yang tergolong ekonomi yang mampu, penduduk di sekitarnya 
bermata pencarian mayoritas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Erwin bergaul tidak berada dalam lingkungan tempat tinggal 
56 
keluarganya tetapi lebih memilih bergaul di luar lingkungan tempat 
tinggalnya. Teman sebaya sepergaulan Erwin merupakan anak 
yang masih menjalani proses pendidikan. 
 
D. Faktor Penyebab Melakukan Kejahatan Penganiayaan 
     Pada waktu itu Erwin sedang bercerita dengan kedua temannya 
di depan rumah pelaku. Tiba-tiba korban yang bernama Andi Irfan 
melintas dengan menggunaka sepeda motornya yang 
berboncengan dengan kedua temannya lalu Erwin bersama 
temannya langsung ketengah jalan dan mengeluarkan badiknya 
dan mengayungkan kearah korban sehingga korban turun dari 
motornya sambil jongkok memegang kepalanya, kemudian pelaku 
memukul korban lagi sebanyak satu kali pada bagian kepala 
korban. Alasan Erwin melakukan hal tersebut karena pelaku tidak 
senang dengan korban dan teman-temannya mengendarai motor 
secara ugal-ugalan, lalu pelaku masuk ketengah jalan dan 
mencabut badiknya lalu mengacungkannya kepada Irfan dan 
teman-temannya sambil berkata “ patoa-toai ngaseng jeka, kajili-jili 
punna motorki’” (Kurang ajar semua ini, ugal-ugalan mengendarai 
motor). 
 
 Berdasarkan wawancara penulis dengan anak yang merupakan 
pelaku kejahatan penganiayaan, maka Penulis menyimpulkan bahwa 
sebagian dari anak yang melakukan kejahatan penganiayaan disebabkan 
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karena kurangnya pengawasan dari keluarga, lingkungan yang tidak 
sehat, perasaan dendam yang mudah timbul, perasaan iri hati seorang 
anak karena tidak terpenuhinya kebutuhan, serta menganggap bahwa 
demi harga diri. Hal-hal yang menjadi pencetus terjadinya kejahatan itu 
merupakan persoalan yang sepele, yang tidak perlu diselesaikan dengan 
melakukan perbuatan yang melanggar norma dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Namun karena kondisi psikologis anak yang labil, 
maka kemudian anak-anak tersebut melakukan kejahatan penganiayaan. 
Selanjutnya, untuk mendukung wawancara Penulis terhadap para 
pelaku, Penulis juga melakukan wawancara terhadap Aparat Kepolisian 
yang menangani masalah kejahatan penganiayaan. Hasil penelitian dan 
wawancara Penulis dengan Brigpol Lina selaku Kanit Reskrim 
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bantaeng mengatakan bahwa 
faktor yang menyebabkan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak di Kabupaten Bantaeng karena adanya beberapa 
faktor sebagai berikut : 
1. Faktor keluarga  
 Faktor keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam 
pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial 
membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung 
jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal ataupun 
kurangnya pengawasan keluarga terhadap anak karena sikap 
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masa bodoh yang mengakibatkan anak cenderung melakukan 
kejahatan. 
2. Faktor Lingkungan 
Menyangkut tentang faktor lingkungan yang menyebabkan 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap 
anak di Kabupaten Bantaeng. Menurut hasil penelitian Penulis 
bahwa sebagian dari anak yang melakukan kejahatan 
penganiayaan karena lingkungan seorang anak dimana 
tempatnya bergaul yang kurang sehat, seperti ikut-ikutan dengan 
teman yang putus sekolah, dan yang pekerjaannya hanya 
mabuk-mabukan. 
3. Faktor Pendidikan 
 Faktor pendidikan, pendidikan bagi seseorang anak sangat 
penting karena berhubungan langsung dengan sikap dan pola 
tingkah laku.  Seseorang anak yang berpendidikan tinggi paling 
tidak berfikir untuk melakukan suatu perbuatan, apalagi kalau hal 
itu menyangkut kejahatan misalnya penganiayaan, akan tetapi 
hal ini bukan suatu hal yang mutlak bahwa orang yang 
berpendidikan tinggi tidak akan melakukan kejahatan. Tetapi bila 
dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan atau 
berpendidikan menengah sangat rendah lebih banyak didorong 
oleh emosi dan tidak berfikir tentang akibat yang akan 
ditimbulkan oleh perbuatannya.  
59 
4. Faktor Ekonomi 
 Faktor ekonomi dapat pula merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan. Satjipto 
Raharjo33 berpendapat bahwa manusia mempunyai bermacam-
macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi 
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat 
agar manusia itu bertahan hidup di dunia ini, semakin banyak 
kebutuhan itu bisa dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya, 
demikian pula sebaliknya. Faktor ekonomi keluarga seorang 
anak yang dapat dikatakan kurang mampu atau tidak mampu 
dapat mengakibatkan timbulnya rasa iri hati dan 
ketidaksenangan pada anak lain jika sudah tercapai pemenuhan 
kebutuhan ataupun keberhasilannya.  
 
B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi          
Kejahatan Penganiayaan Di Kabupaten Bantaeng 
Seringnya terjadi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh 
anak terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan 
tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting 
terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang 
harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Brigpol 
                                                          
33
 Kanter dan Sianturi, 1982. Pelajaran Hukum Pidana. Reflika Aditama. Hlm 24-25. 
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Lina, pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, yaitu : 
1. Upaya Pre-emtif 
 Upaya Pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan pihak 
kepolisian dalam hal menanggulangi kejahatan anak. Khusus untuk 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, 
Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam 
upaya pre-emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
serta memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan 
kejahatan penganiayaan. 
 Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan 
pembinaan terhadap narapidana anak, melakukan penanggulangan 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak 
berupa upaya pembinaan agar pelaku kejahatan penganiayaan 
tidak mengulangi kembali perbuatannya. 
 Jenis-jenis pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rutan Klas IIB 
Bantaeng menurut  Karutan Sidrap bapak Akhmad (wawancara 
hari Selasa 23 Desember 2014) yaitu pembinaan spiritual dan 
pembinaan kesenian. 
1) Pembinaan spiritual 
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Sebagai bentuk penanggulangan kejahatan penganiayaan 
anak terhadap anak, pembinaan spiritual sangatlah penting. 
Di dalam Rutan, para terpidana diberikan bimbingan. Bentuk 
pembinaannya adalah melakukan pengajian tiap hari Kamis, 
dan ceramah agama tiap hari Jumat. Bimbingan  ini 
diberikan dengan tujuan agar para tahanan terketuk pintu 
hatinya dan menjadi orang baik setelah mereka bebas nanti, 
tidak melakukan kejahatan yang sama dan membuka 
lembaran baru menjadi manusia yang lebih baik lagi. 
2) Pembinaan keterampilan 
Untuk pembinaan keterampilan, narapidana melakukan 
kegiatan perkebunan, diajarkan keterampilan membuat meja 
dan kursi, serta menjahit. Hal ini bertujuan agar terpidana 
memiliki keterampilan jika mereka bebas kelak, sehingga 
dapat melakukan kegiatan positif di lingkungan masyarakat, 
tidak menajdi pengangguran yang dapat membuat mereka 
melakukan kejahatan lagi. 
 
2. Upaya Preventif 
 Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya 
preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 
untuk dilakukannya kejahatan penganiayaan. 
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 Brigpol Lina mengemukakan bahwa beberapa hal yang  
dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam upaya 
preventif yaitu pengawasan dan pencegahan dengan melakukan 
patroli pada malam hari untuk memantau kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh anak atau sekelompok anak di Ibu Kota Kabupaten 
Bantaeng dan lingkungan sekitarnya. 
 Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan dan pencegahan 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu 
dengan pembagian patroli-patroli polisi yang selaras menurut 
tempat dan waktu. Yang merupakan pembagian yang sangat 
penting adalah patroli bermotor dan berjalan kaki. Polisi patroli yang 
bergerak di suatu tempat yang biasa terjadi kejahatan ataupun di 
tempat sekelompok anak. Biasanya dilakukan pada jam 10 malam, 
dan tidak sama pada malam berikutnya, dimana biasanya dilakukan 
pada jam 24.00 malam.  
 Secara khusus di Kabupaten Bantaeng pihak kepolisian 
memusatkan perhatian pada tempat yang sering terjadi kejahatan 
penganiayaan yang secara khusus dilakukan oleh anak yang 
dirasakan mengalami peningkatan. Menurut tanggapan penulis 
bahwa walaupun polisi sudah berusaha sebaik mungkin untuk 
mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan tersebut namun 
tanpa bantuan atau aspirasi dari orang tua, keluarga, dan 
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masyarakat, maka usaha pihak kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak mungkin 
berhasil dengan baik. 
 
3. Upaya Refresif 
  Upaya refresif yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah 
terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa 
penegakan hukum (Law Enforcement ) dengan menjatuhkan 
hukuman. Menurut Brigpol Lina bahwa beberapa hal yang 
dilakukan pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan 
kejahatan penganiayaan yaitu : 
1. Seorang anak yang melakukan kejahatan penganiayaan dan                         
bersifat berat maka anak tersebut di masukkan ke rumah 
tahanan dengan maksud untuk memberikan efek jera. 
2. Anak yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil  
langkah dengan memasukkan anak ke rumah binaan dinas 
sosial dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, yaitu: 
a. Pelayanan fisik dan kesehatan 
 b. Pelayanan mental spiritual dan psikososial 
 c. Pelayanan pendidikan 
 d. Bimbingan pelatihan keterampilan. 
3. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai       
tempat penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) dan kejahatan yang dilakukan oleh anak, membentuk 
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unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana 
dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. 
 
Upaya-upaya tersebut di atas tentu belum cukup untuk 
menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak di Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu diperlukan peran 
anggota keluarga dan masyarakat untuk mendidik,memotivasi,mengawasi, 
dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan tindak 
pidana khususnya kejahatan penganiayaan. 
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                                           BAB V 
                                        PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak di Kabupaten Bantaeng disebabkan karena 
perasaan dendam seorang anak yang mudah timbul, pengaruh 
lingkungan tempat seorang anak bergaul, pendididikan, 
pemuasan kebutuhan yang belum tercapai, dan keadaan 
ekonomi. Untuk proses penanganan kejahatan penganiayaan 
tersebut diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, 
pihak kepolisian serta pihak-pihak yang terkait untuk menekan 
jumlah kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak. 
2. Usaha penanganan kejahatan penganiayaan yang dilakukan 
pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota 
masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat 
dari kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak 
terhadap anak, memberikan pembinaan kepada anak yang 
melakukan kejahatan penganiayaan, mendirikan ruang dan 
pelayanan khusus dan membentuk unit pelayanan perempuan 
dan anak. 
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B. Saran 
Sebagai pelengkap dalam penulisan ini, maka penulis 
menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang kemudian penulis 
tuangkan dalam bentuk saran yaitu : 
1. Penulis menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa 
kecuali, agar selalu ikut serta dalam upaya pencegahan. Tanpa 
didukung masyarakat, usaha dari pihak kepolisian tidak akan 
memberi hasil yang maksimal. 
2. Perhatian keluarga terhadap seorang anak sangat penting 
karena dapat mengontrol seorang anak untuk tidak melakukan 
kejahatan penganiayaan. 
3. Setidaknya lembaga-lembaga yang terkait dan bertanggung 
jawab dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya 
di Kabupaten Bantaeng kiranya lebih berperan aktif dalam hal 
penanggulangannya serta memikirkan langkah-langkah yang 
konkrit dan efisien. 
  
67 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku: 
A.S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.  
Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana. P.T. Raja Grafindo 
Persada. 
B. Bosu. 1982. Sendi-Sendi Kriminologi. Surabaya: Usaha Nasional. 
Kanter dan Sianturi, 1982. Pelajaran Hukum Pidana. Reflika Aditama.  
Lamintang. 1984. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Armico. 
Maidin Gultom. 2006. Kenakalan Anak. Jakarta: Reflika Aditama. 
___________. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Jakarta: 
Reflika Aditama. 
Moeljatno. 1987. Pelajaran Hukum Pidana. Reflika Aditama. 
Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987. Kejahatan Dalam Masyarakat 
dan Pencegahannya, Jakarta. Bina Aksara. 
Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Cetakan Kelima. 
Jakarta: Kencana. 
Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. 
Bandung: PT. Eresco. 
Satochid Kartanegara, 1986. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Laksana. 
Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed). 2011. Metode Penelitian Hukum: 
Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: Raja 
Grafindo Persada. 
68 
Wirjono Prodjodikoro, 1986. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Eresco, 
Bandung.  
Website: 
Ray Pratama. Pengertian Kejahatan. Dikutip pada laman website: http:// 
raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html, 
diakses pada tanggal 24 September 2014 
Peraturan Perundang-undangan 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 
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